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ABSTRACT

The most important of information about the poverty’s profile is to regarding categorized by household characteristic is impecunious resident. One of the poverty’s characteristics in the form of social demography characteristic , labor characteristic and residence characteristic. Intention of this research is to identify impecunious household characteristic in Kota Padang before and after economic crisis of year 1998. What is there are difference of impecunious household characteristic in Kota Padang before and after economic crisis of year 1998? From result of research obtained that the happening of degradation mount poverty in Kota Padang countryside region before (1996) and after economic crisis (2003). Whereas at urban region, nominally happened the make-up of the amount of impecunious resident. Expenditure pattern of impecunious household in Kota Padang before and after crisis is to differ. Impecunious Household characteristic in Kota Padang before and after economic crisis is significant at education storey;level lead household, number of worker, roof type, wall type and lighting source. Impecunious Household characteristic in Kota Padang before and after economic crisis do not significant at amount of household member, activity number of hours, field, wide of drinking water source and floor. For eliminated of the poverty in Kota Padang, hence program to be given have to as according to characteristic which emerge (group goals). Group goals according to Susenas 2003 is household head have age above 50 year, education of SD, working in agricultural sector in countryside and non agriculture in urban.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan dan materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Susenas, 1998:10). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dua kali lipat banyaknya dibandingkan angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat penduduk miskin sebanyak 7,2 juta di perkotaan dan 15,3 juta jiwa di perdesaan. 

Besarnya dampak krisis terhadap kemiskinan pada awalnya diperdebatkan antara berbagai metodologi pengukuran, khususnya untuk estimasi tahun 1998, masalah penting yang perlu ditelaah adalah proses dari pengaruh krisis terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia.  Krisis dipercaya telah memperburuk insiden kemiskinan terutama melalui kenaikan drastis harga-harga kebutuhan pokok dan komoditi-komoditi lainnya karena depresiasi nilai rupiah yang sangat cepat antara paruh kedua tahun 1998.  Kenaikan harga-harga ini khususnya terhadap barang-barang input produksi impor, telah menyebabkan kontraksi sektor-sektor riil (dan sektor formal secara umum).  Situasi ini kemudian diikuti oleh menjamurnya insiden kebangkrutan dan kegagalan bisnis, khususnya yang tergantung pada sumber-sumber dan komponen dari luar negeri.  Sebagai akibatnya, tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal perkotaan menjadi semakin besar, permintaan atas barang-barang dan jasa-jasa melemah, dan tingkat produksi serta pendapatan dari pertanian di perdesaan cenderung menurun drastis (Irawan dan Romdiati, 2000:24).

Lebih lanjut Irawan dan Romdiati (2000:25) mengungkapkan bahwa semua faktor tersebut pada gilirannya mengakibatkan suatu penurunan yang drastis pada pendapatan dan daya beli dari mayoritas penduduk.  Memahami proses dampak krisis seperti ini, memburuknya angka kemiskinan adalah konsekuensi logis.  Proses “pemiskinan” ini melibatkan mereka yang sebelum krisis mempunyai tingkat kesejahteraan, seperti ditunjukkan oleh rata-rata pengeluaran per kapita, sedikit di atas garis kemiskinan.  Kelompok penduduk ini sering diistilahkan sebagai near poor yang mempunyai tingkat kesejahteraan sangat rawan terhadap perubahan sumber penghasilan dan tingkat pendapatan mereka serta terhadap gejolak harga-harga kebutuhan pokok.  Kondisi ini menyebabkan sebagian  masyarakat tidak mampu mengakses pangan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap keadaan gizi masyarakat yang dapat digambarkan secara nyata pada kelompok rawan gizi terutama anak balita (termasuk bayi) serta ibu hamil dan menyusui. 

Menurut BPS (2004:15), perkembangan tingkat kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu periode sebelum krisis ekonomi (1993-1996), pada saat krisis (1998) dan setelah krisis ekonomi (1999-2003). Seperti yang diperlihatkan pada tabel 1.1, jumlah dan tingkat kemiskinan selama periode 1993-1996 mengalami penurunan. Penurunan  lebih cepat terjadi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Berbagai faktor dapat dikaitkan dengan penurunan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, seperti pembangunan berbagai infrastruktur, kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, perekonomian yang stabil dan lain-lainnya.

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan terutama untuk penanganan masalah kemiskinan. Keterangan mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin dapat membantu perencana program dalam menentukan program-program yang tepat. Dengan mengetahui profil kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program kemiskinan, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Profil kemiskinan semestinya menyajikan informasi mengenai akar permasalahan tentang apakah permasalahan penduduk miskin tersebut berakar dari orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah keterampilan, dan sebagainya.  

Informasi yang paling menyentuh tentang profil kemiskinan tersebut adalah mengenai karakteristik rumah tangga yang dikategorikan penduduk miskin. Karakteristik kemiskinan tersebut berupa karakteristik sosial demografi, karakteristik ketenagakerjaan dan karakteristik tempat tinggal. Karakteristik sosial demografi meliputi ukuran jumlah anggota rumah tangga miskin. Hubungan antara kemiskinan dan jumlah anggota rumah tangga didasarkan pada asumsi bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran tinggi akibat kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi mereka. Dengan demikian jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumberdaya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak. Untuk karakteristik ketenagakerjaan membahas tentang status pekerjaan utama kepala rumah tangga. Sedangkan karakteristik tempat tinggal meliputi kondisi tempat tinggal rumah tangga miskin seperti : luas lantai, jenis dinding terluas , jenis atap terluas, sumber air minum dan fasilitas sanitasi.

Penelitian Sebelumnya

Masalah analisa mengenai kemiskinan telah lama dan banyak diteliti oleh pakar kependudukan.  Faturochman (1994:12) telah melakukan analisa mengenai karakteristik rumah tangga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1994 dengan menggunakan data tape Susenas 1992. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa kemiskinan berasosiasi dengan berbagai hal yang kurang menguntungkan. Kajian ini membatasi kemiskinan pada aspek ekonomi dengan menggunakan pengeluaran sebagai proksi untuk menentukan kelompok rumah tangga miskin. Sementara itu, sudah diketahui bersama bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang banyak. Dari kajian tersebut diketahui bahwa kemiskinan ekonomi berkaitan dengan kemiskinan lain seperti pendidikan, perumahan dan informasi.

Kemiskinan ekonomi tampaknya berawal dari pendapatan yang rendah. Rendahnya pendapatan berkaitan dengan usaha yang kurang produktif seperti buruh dan di sektor pertanian di Jawa atau DIY pada khususnya. Mereka masuk ke dalam sektor yang kurang produktif karena kualitas mereka yang juga kurang memadai seperti yang dicerminkan dengan pendidikan yang rendah. Pendapatan yang rendah ini akan lebih kecil lagi porsinya bila dibagi anggota rumah tangga yang banyak yang pada umumnya juga kurang produktif. Dengan pendapatan per kapita yang rendah ini maka pengeluaran untuk berbagai kebutuhan lainnya juga kecil jumlahnya.  Akibatnya,  kemampuan mereka untuk memelihara lingkungan rumah tangga serta memenuhi kebutuhan lainnya seperti informasi dan pendidikan anak juga kurang baik. Dan juga akan mengakibatkan keadaan lingkungan, akses informasi, dan lainnya juga tidak baik.

Sementara itu Edison (2002:62) menemukan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah merupakan kemiskinan absolut dengan rata-rata pendapatan per kapita hanya sebesar Rp. 375.701 per kapita per tahun atau Rp. 31.309 per kapita per bulan, yang jauh di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar Rp. 487.200 per kapita per tahun atau Rp. 40.800 per kapita per bulan. Penyebab kemiskinan ini berasal dari faktor luas lahan, sumberdaya manusia yang rendah, dan kelembagaan di daerah tersebut.

Sedangkan Minot (2000:14) melakukan analisa kemiskinan untuk menggambarkan peta kemiskinan wilayah perkotaan di Vietnam berdasarkan data survey pada 543 daerah perkotaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kemiskinan di Vietnam terkonsentrasi pada daerah perkotaan yang berada di wilayah utara dan paling parah terjadi pada perkotaan yang terletak sepanjang pesisir pantai. 

Metodologi Penelitian

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tape Susenas 1996 dan 2003 untuk daerah Kota Padang. Selain itu juga digunakan data sekunder lainnya yang relevan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini konsep kemiskinan yang dipakai adalah kemiskinan absolut. 

Langkah-langkah metoda analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan rumah tangga menjadi rumah tangga miskin, hampir miskin dan tidak miskin ke dalam bentuk tabel atau grafik (tahun 1996 dan 2003) dengan menggunakan Software SPSS versi 11.5. Kemiskinan dalam hal ini diukur dari  proporsi pengeluaran untuk makan per orang per bulan dalam suatu rumah tangga (Keban, 1994), yang diukur dari tiga kriteria, yaitu : 

a) Miskin, jika : pengeluaran rumah tangga > 68 % dipergunakan untuk makan;

b) Hampir miskin, jika : pengeluaran rumah tangga 57 % - 68  % untuk makan (sebagai kelompok referensi);
c) Berkecukupan, jika : pengeluaran rumah tangga < 57 % untuk makan (sebagai kelompok referensi)

2. Selanjutnya melakukan tabulasi data tentang variabel kemiskinan yang diteliti terhadap rumah tangga miskin dan tidak miskin di atas (dipakai Software SPPS versi 11.5). Tabulasi data ini akan menunjukkan informasi mengenai karakteristik rumah tangga yang meliputi karakteristik demografi (umur kepala rumah tangga, jumlah anggota  rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga), karakteristik ketenagakerjaan (lapangan usaha, jumlah jam kerja, jumlah rata-rata jam kerja, dan jumlah pekerja) dan karakteristik tempat tinggal (luas lantai, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, sumber air minum dan sumber penerangan) untuk tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) baik untuk wilayah perdesaan dan perkotaan serta tahun 2003 (setelah krisis ekonomi);

3. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif mengenai data yang didapatkan dari hasil langkah 2 di atas dengan cara melakukan perbandingan antara angka yang ditunjukkan oleh tahun 1996 dan tahun 2003 terhadap variabel yang diteliti tersebut di atas;

4. Melakukan uji statistik terhadap karakteristik kemiskinan yang hanya dilakukan untuk rumah tangga yang tergolong rumah tangga miskin saja (sedangkan rumah tangga hampir miskin dan berkecukupan tidak dilakukan perbandingan secara statistik). Untuk melihat adanya perbedaan karakteristik antara rumah tangga miskin tahun 1996 dengan rumah tangga miskin tahun 2003, digunakan perhitungan statistik yaitu.: Two-Sample Kolmogorov Smirnov Test (two sided test) dengan bantuan Software SPSS versi 11.5.Uji ini dapat mengetahui signifikansi perbedaan antara dua sampel yang saling independent (Djarwanto, 2001).

Dimana rumus yang digunakan adalah :
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dengan :

D 
=  angka selisih maksimum sampel pertama dan sampel kedua

Fa(x)
= distribusi frekuensi kumulatif sampel pertama

Fe(x)
= distribusi frekuensi kumulatif sampel kedua

5. Terakhir dilakukan analisa deskriptif terhadap hasil perbandingan yang didapatkan dari hasil uji statistik di atas.

Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk merupakan salah satu sumberdaya yang paling berperan dalam pembangunan. Banyak kajian ilmiah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah kependudukan yang terjadi. Diantara sekian banyak masalah kependudukan, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang penting untuk dituntaskan.

Dengan fenomena krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, dicurigai bahwa salah satu dampaknya adalah akan meningkatkan jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Hasil tersebut memang terlihat dari adanya peningkatan jumlah penduduk miskin tahun 1998 dibandingkan tahun 1996 (BPS, 1999). Dimana pada tahun 1996 tercatat jumlah penduduk miskin adalah sebesar 22,5 juta (11,34 %) sedangkan tahun 1998 menjadi 49,5 juta (24,23 %) atau terjadi peningkatan sebesar 27 juta jiwa. Sementara setelah melalui beberapa tahun krisis, perlu dilihat lagi mengenai jumlah penduduk miskin agar diketahui tingkat recovery yang ada. Untuk mengetahuinya kita perlu untuk membandingkan antara keadaan sebelum krisis ekonomi (tahun 1996) dan sesudah krisis ekonomi (tahun 2003). 

Jika dilihat dari tabel 5.1 di bawah, dari sampel yang diperoleh berdasarkan Susenas 1996 untuk Kota Padang terlihat bahwa kemiskinan paling banyak terjadi di wilayah perdesaan. Dalam wilayah tersebut terdapat sekitar 20,70 % dari rumah tangga yang ada di perdesaan termasuk ke dalam kategori rumah tangga miskin, selanjutnya sebesar 22,50 % termasuk ke dalam kategori hampir miskin. Ketegori hampir miskin ini merupakan kategori rumah tangga yang berada sedkit di atas garis kemiskinan atau di atas standar biaya hidup minimum untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kategori selanjutnya yang ada adalah rumah tangga yang berkecukupan dengan persentase sebesar 56,80 %. Sedangkan untuk wlayah perkotaan, rumah tangga yang termasuk kategori miskin adalah sebesar 5,50 %, hampir miskin sebesar 9,80% dan berkecukupan sebesar 84,70 %. 

Apabila dilihat dari jumlah penduduk, di wilayah perdesaan yang termasuk ke dalam kategori miskin adalah sebanyak 22,30 %, kategori hampir miskin sebanyak 23,00 % dan berkecukupan sebanyak 54,70 %. Sementara untuk penduduk yang berada di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskinnya adalah sebesar 6,20 %, hampir miskin sebesar 10,10 % dan berkecukupan sebesar 83,70 %.

	Tabel 5.1  Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Miskin di Kota Padang 

Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir

Miskin
	Berke-

Cukupan
	Total
	Miskin
	Hampir

Miskin
	Berke-

cukupan
	Total

	Rumah Tangga
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perdesaan
	N
	44
	48
	121
	213
	8
	31
	89
	128

	
	%
	20,70
	22,50
	56,80
	100,00
	6,25
	24,22
	69,53
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perkotaan
	N
	25
	45
	387
	457
	35
	96
	547
	678

	
	%
	5,50
	9,80
	84,70
	100,00
	5,16
	14,16
	80,68
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penduduk
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perdesaan
	N
	236
	244
	579
	1059
	40
	151
	421
	612

	
	%
	22,30
	23,00
	54,70
	100,00
	6,54
	24,67
	68,79
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perkotaan
	N
	138
	225
	1863
	2226
	171
	468
	2358
	2997

	
	%
	6,20
	10,10
	83,70
	100,00
	5,71
	15,62
	78,68
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)
	
	
	
	


Untuk keadaan tahun 2003, persentase rumah tangga miskin yang terbesar di Kota Padang masih juga terdapat di wilayah perdesaan. Jumlah rumah tangga miskin tersebut adalah sebesar 6,25 %, hampir miskin sebesar 24,22 % dan berkecukupan sebear 69,53 %. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin adalah sebesar 5,71 %, hampir miskin sebesar 15,62 % dan berkecukupan adalah sebesar 78,68 %.

Kemudian jika kita lihat berdasarkan jumlah penduduk miskin berdasarkan sampel Susenas 2003 ini, jumlah penduduk miskin yang terdapat di wilayah perdesaan adalah sebesar 6,54 %, hampir miskin sebesar 24,67 % dan berkecukupan sebesar 68,79 %. Dan untuk wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskinnya adalah sebesar 5,71 %, hampir miskin sebesar 15,62 % dan berkecukupan sebesar 78,68 %.

Apabila kita bandingkan secara nominalnya, terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Kota Padang sebelum (1996) dan sesudah krisis ekonomi (2003). Sedangkan di wilayah perkotaan terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Menurut Daimon Thorbcke (dalam Remi, 2002: 85), terdapat dua kemungkinan penjelasan untuk pertambahan yang lebih cepat dalam jumlah kaum miskin perkotaan akibat dampak dari krisis ekonomi. Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh buruk terhadap beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan seperti konstruksi, perdagangan, dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap meningkatnya jumlah angka pengangguran di perkotaan. Kedua, sementara penduduk perdesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produk mereka sendiri, pertambahan harga bahan makanan mempengaruhi secara negatif pembeli pada umumnya lebih banyak dibandingkan pengaruhnya pada produsen makanan, yang mendatangkan penderitaan yang lebih banyak di antara rumah tangga perkotaan dibandingkan rumah tangga perdesaan 

Pengeluaran Rumah Tangga

Pada masyarakat dengan tingkat sosial yang relatif lebih baik, biasanya proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk konsumsi makanan telah lebih kecil dibanding konsumsi bukan makanan. Hal ini berkaitan dengan pergeseran pola pemenuhan kebutuhan, dimana semakin mapan tingkat ekonomi penduduk akan semakin meningkat kebutuhan yang bersifat sekunder, sementara itu pemenuhan kebutuhan makanan makanan relatif lebih stabil.

Pengeluaran Pangan

Untuk jenis pengeluaran pangan rumah tangga pada tahun 1996 terlihat bahwa pengeluaran pangan rumah tangga miskin akan lebih banyak untuk konsumsi karbohidrat. Keadaan ini terdapat pada kedua wilayah yang ada dengan nilai berturut-turut adalah sebesar 34,62 % dan 28,42 % (tabel 5.2). Dan juga terlihat bahwa dengan semakin jauhnya sebuah rumah tangga dari kemiskinan, maka konsumsi karbohidrat juga akan semakin berkurang dan peningkatan jumlah pengeluaran terhadap konsumsi protein. Pengeluaran pangan untuk karbohidrat rumah tangga miskin pada tahun 2003 (sesudah krisis ekonomi) memperlihatkan kondisi yang mirip dengan tahun 1996. Untuk wilayah perdesaan persentase pengeluaran karbohidrat keluarga miskin adalah sebesar 32,85 % dan perkotaan sebesar 43,76 %. Angka ini masih tertinggi jika dibandingkan dengan kategori yang lainnya.

	Tabel 5.2  Persentase Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kota Padang

	                      Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Jenis
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	
	Miskin
	Hampir

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Karbohidrat
	34,62
	30,88
	19,82
	32,85
	30,83
	19,79

	
	Protein
	15,07
	18,37
	19,38
	37,17
	25,89
	24,37

	
	Buah-Sayur
	27,16
	28,31
	23,30
	14,50
	14,52
	11,50

	
	Minum
	5,36
	5,77
	4,22
	5,40
	7,77
	11,66

	
	Lainnya
	17,78
	16,68
	33,28
	10,07
	20,98
	32,68

	
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Perkotaan
	Karbohidrat
	28,42
	28,57
	15,54
	43,76
	26,34
	14,60

	
	Protein
	16,25
	18,72
	22,25
	24,42
	33,20
	27,70

	
	Buah-Sayur
	24,91
	30,48
	23,03
	15,95
	15,70
	12,84

	
	Minum
	4,18
	6,56
	4,17
	7,18
	11,44
	23,46

	
	Lainnya
	26,24
	15,67
	35,00
	8,69
	13,32
	21,39

	
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


Namun ada suatu keunikan yang terdapat jika dilihat dari pengeluaran pangan protein. Untuk rumah tangga di wilayah perdesaan, persentase pengeluaran pangan protein adalah sebesar 37,17 % dan lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Sementara di wilayah perkotaan tercatat bahwa pengeluaran protein rumah tangga miskin lebih rendah dibandingkan kategori lainnya. Hal ini bisa saja terjadi karena penduduk di perdesaan bisa mendapatkan protein dengan cara mengambil dari hewan peliharaan seperti ikan kolam dan ayam. Sedangkan dari hasil penelitian Faturochman dan Mollo (1994),  berdasarkan Susenas 1992 didapatkan kesimpulan bahwa pengeluaran pangan protein rumah tangga miskin di Provinsi Yogyakarta lebih rendah dibandingkan kategori lainnya baik untuk wilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan.   

Pengeluaran Non Pangan

Dari segi non pangan, terlihat bahwa kecendrungan pengeluaran rumah tangga di Kota Padang lebih diperuntukkan bagi perumahan karena lebih dari 25% pengeluaran non pangan adalah untuk memperoleh perumahan yang lebih layak huni. 

Untuk wilayah perdesaan terlihat bahwa pengeluaran non pangan perumahan rumah tangga miskin lebih besar dibandingkan kategori lainnya (tabel 5.3). Sedangkan untuk wilayah perkotaan terjadi hal yang sebaliknya. Dimana pengelauaran non pangan perumahan rumah tangga miskin lebih kecil dibandingkan kategori lainnya. 

Selain itu, dari data pada tabel 5.3 juga dapat dilihat bahwa persentase pengeluaran non pangan perumahan rumah tangga di Kota Padang pada tahun 2003 hampir sebesar 50 %. Bahkan pada rumah tangga miskin dan hampir miskin di perkotaan mempunyai pengeluaran non pangan perumahan lebih dari 50 % yaitu secara berturut-turut sebesar 53,81 % dan 53,21 %.

	Tabel 5.3  Persentase Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga

	  di Kota Padang Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Jenis
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	
	Miskin
	Hampir

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir

Miskin
	Berke-

Cukupan

	Perdesaan
	Perumahan
	37,39
	37,18
	36,02
	42,30
	44,22
	43,91

	
	Barang dan jasa
	21,91
	18,17
	19,43
	19,95
	14,96
	14,81

	
	Pendidikan
	12,81
	8,44
	9,19
	18,53
	9,11
	10,81

	
	Kesehatan
	3,88
	2,66
	6,87
	3,66
	6,40
	3,90

	
	Pakaian
	17,85
	20,36
	15,77
	13,04
	17,17
	14,29

	
	Brg thn lama
	1,75
	2,99
	8,93
	0,60
	2,79
	6,99

	
	Pajak
	1,92
	3,91
	1,67
	0,37
	0,47
	0,96

	
	Pesta
	2,49
	6,30
	2,12
	1,55
	4,88
	4,33

	
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Perkotaan
	Perumahan
	36,44
	42,75
	39,62
	53,81
	53,21
	49,92

	
	Barang dan jasa
	16,51
	15,22
	18,31
	13,53
	12,42
	14,88

	
	Pendidikan
	15,05
	12,70
	8,93
	14,95
	12,25
	12,04

	
	Kesehatan
	13,93
	6,19
	3,62
	2,11
	3,28
	3,55

	
	Pakaian
	14,08
	17,43
	13,94
	11,43
	13,09
	11,54

	
	Brg thn lama
	1,82
	1,38
	11,58
	1,19
	1,74
	2,55

	
	Pajak
	0,67
	2,12
	2,52
	0,80
	1,39
	1,87

	
	Pesta
	1,50
	2,22
	1,48
	2,18
	2,63
	3,64

	
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


Dan apabila kita bandingkan pengeluaran non pangan perumahan berdasarkan kategori rumah tangga, terlihat bahwa kondisi yang terjadi berlawanan dengan tahun 1996. Dimana untuk wilayah perdesaan pengeluaran non pangan perumahan rumah tangga miskin lebih kecil dibandingkan dengan kategori lainnya. Namun hal yang sebaliknya malahan terjadi pada wilayah perkotaan. Dimana pengeluaran non pangan perumahan rumah tangga miskin lebih besar dibandingkan kategori lainnya. 

Karakteristik Demografi

Umur Kepala Rumah Tangga

Secara demografi, untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin hal pertama yang paling berkaitan adalah kepala rumah tangganya. Umur merupakan faktor yang paling penting bagi seorang kepala rumah tangga untuk bisa melakukan aktifitas mencari nafkah bagi keluarganya. 

	Tabel 5.4  Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut Kelompok

	Umur Kepala Rumah Tangga Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Kelompok 

Umur
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	<= 29 tahun
	6,80
	10,40
	7,40
	0,00
	6,50
	20,10

	 
	30 - 49 tahun
	56,80
	66,70
	56,20
	12,50
	38,70
	49,00

	 
	>= 50 Tahun 
	36,40
	22,90
	36,40
	87,50
	54,80
	30,90

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	<= 29 tahun
	8,00
	6,70
	10,90
	8,60
	10,40
	10,10

	 
	30 – 49 tahun
	48,00
	37,80
	52,70
	37,10
	60,40
	56,20

	 
	>= 50 Tahun 
	44,00
	55,50
	36,40
	54,30
	29,20
	33,70

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


	
	
	
	


Berdasarkan data Susenas 1996 untuk Kota Padang (tabel 5.4) terlihat bahwa di wilayah perdesaan, kelompok umur kepala rumah tangga antara 30-49 tahun merupakan kelompok umur yang paling banyak tercatat sebagai rumah tangga miskin dengan persentase sebesar 56,80 %, diikuti kelompok umur lebih dari 50 tahun tercatat sebesar 36, 40 % dan kelompok umur lebih kecil dari 29 tahun sebesar 6,80 %.

Hal yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan. Dimana pada kelompok umur 30-49 tahun terdapat 48,00 % rumah tangga miskin, kelompok umur lebih dari 50 tahun sebesar 44 % dan lebih kecil dari 29 tahun sebesar 8,00 %. Jika kita bandingkan maka karakterisik kemiskinan berdasarkan kelompok umur kepala rumah tangga di wilayah perdesaan identik dengan perkotaan.

Sementara itu dari data Susenas 2003, tercatat bahwa kelompok umur kepala rumah tangga lebih besar dari 50 tahun lebih banyak termasuk kedalam kategori miskin baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Nilai dari keduanya secara berturut turut adalah sebesar 87,50 % dan 54,30 %. 

Dari perbandingan karakteristik rumah tangga miskin untuk keadaan dua tahun tersebut di atas terlihat bahwa terjadi pergeseran jumlah rumah tangga miskin di Kota Padang sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Dimana pada saat sebelum krisis jumlah rumah tangga miskin lebih banyak terdapat pada kepala rumah tangga yang berada dalam kelompok umur 39-40 tahun sedangkan sesudah krisis berada dalam kelompok umur lebih besar dari 50 tahun. Keadaan ini bisa saja menggambarkan bahwa rumah tangga miskin yang ditemukan pada saat sebelum krisis juga masih ditemukan miskin pada masa sesudah krisis ekonomi. Namun dengan terjadinya pergeseran umur ini maka kebijakan yang akan diterapkan nantinya juga akan bergeser atau berubah.

Jumlah Anggota Rumah Tangga

Rumah tangga miskin sangat identik dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Dengan semakin besarnya jumlah anggota rumah tangga maka beban yang harus dipikul oleh kepala rumah tangga semakin berat dan hal ini akan semakin lebih berat lagi jika jumlah anggota rumah tangga yang besar diiringi pula oleh tingginya anggota rumah tangga yang tidak produktif termasuk anak usia sekolah.

	Tabel 5.5 Rata-rata dan Median Jumlah Anggota Rumah Tangga

	di Kota Padang Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir

 Miskin 
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir 

Miskin 
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Rata-rata
	5,36
	5,08
	4,79
	4,91
	4,87
	4,37

	 
	Median
	5,00
	4,50
	5,00
	5,00
	5,00
	4,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	Rata-rata
	5,52
	5,00
	4,81
	4,89
	4,88
	4,31

	 
	Median
	6,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	4,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


Dari tabel 5.5 terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di wilayah perdesaan adalah sebesar 5,36 orang dengan nilai median sebesar 5,00. Untuk kategori hampir miskin terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga lebih kecil dibandingkan dengan kategori miskin. Demikian juga halnya pada kategori rumah tangga yang berkecukupan.

Untuk wilayah perkotaan, semakin jauh rumah tangga tersebut dari kemiskinan maka jumlah rata-rata anggota rumah tangga juga akan semakin kecil. Pada tahun 1996 ini, jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin adalah sebesar 5,52 orang, hampir miskin 5,00 orang dan bekecukupan sebesar 4,81 orang. 

Hasil yang tidak jauh berbeda juga terlihat pada rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sesudah krisis ekonomi. Dimana terlihat rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di wilayah perdesaan adalah sebesar 4,91 orang, sedangkan untuk hampir miskin sebesar 4,87 orang dan berkecukupan sebesar 4,37 orang. Kemudian untuk wilayah perkotaan, jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin adala sebesar 4,89 orang, hampir miskin sebesar 4,88 orang dan berkecukupan sebesar 4,31 orang.

Menurut Quibria (1991: 102), rumah tangga miskin cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah anak. Lebih lanjut Quibria (1993: 91) menegaskan bahwa berdasarkan penelitian di Asia Tenggara dan Asia Selatan, kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota rumah tangga.

Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Prayitno (1988: 57), mengemukakan bahwa salah satu ciri kemiskinan adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga umumnya yang rendah. Begitu juga halnya dengan Salim (1980: 62) yang menghubungkan kemiskinan dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki asset produksi serta Hadiwigeno dan Pakpahan (1993: 67) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang rendah sebagai penyebab dari miskinnya sebuah rumah tangga.  
Dalam Susenas 1996 (tabel 5.6), terlihat bahwa semakin rendah tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga maka semakin akan menyebabkan rumah tangga tersebut tergolong ke dalam kategori miskin. Kemiskinan yang paling besar ditemukan pada rumah tangga di wilayah perdesaan dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang tidak/belum tamat SD yaitu sebesar 44,40 %, dan diikuti tamat SD sebesar 38,90 %. Sementara untuk tingkat SMP/sederajat, angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan tamat SMA/sederajat. Hal ini disebabkan oleh keengganan tamatan SMA untuk mau melakukan pekerjaan pada bidang informal dan kalahnya bersaing dengan tamatan akademi/diploma dalam bidang formal. 

Sementara untuk wilayah perkotaan, rumah tangga yang paling miskin paling banyak ditemukan pada tingkat pendidikan kepala rumah tangga tamat SD yaitu sebesar 45,80 %, sedangkan pada tingkatan tidak tamat SD hanya sebesar 25,00 %. Hal ini dimungkinkan oleh tingkat pendidikan masyarakat di perkotaan pada umumnya lebih banyak tamat SD/sederajat dibandingkan tidak tamat SD. Sementara untuk tingkatan pendidikan yang lainnya terdapat penurunan persetase rumah tangga seiiring dengan meningkatnya tingkatan pendidikan kepala rumah tangga.

Dalam tahun 2003, di wilayah perdesaan rumah tangga miskin paling banyak terdapat pada kepala rumah tangga tamat SD yaitu sebesar 50,00 % dan tidak/belum tamat SD sebesar 37,50 %, di wilayah perkotaan tidak/belum tamat SD sebesar 8,60 % dan tamat SD sebesar 31,40 %. 

	Tabel 5.6 Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut Tingkat

	Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tingkat Pendidikan
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

Cukupan

	Perdesaan
	Tidak/belum tamat SD
	44,40
	20,00
	9,5
	37,50
	45,20
	20,2

	 
	Tamat SD
	38,90
	37,80
	22,9
	50,00
	32,30
	28,1

	 
	Tamat SMP/sederajat
	5,60
	17,80
	18,2
	0,00
	9,70
	13,5

	 
	Tamat SMA/sederajat
	11,10
	24,40
	36,2
	0,00
	12,80
	34,80

	 
	Tamat Akademi/Diploma
	0,00
	0,00
	7,1
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Tamat S1 atau lebih
	0,00
	0,00
	6,1
	12,50
	0,00
	3,40

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	Tidak/belum tamat SD
	25,00
	33,30
	16,5
	8,60
	6,30
	4,6

	 
	Tamat SD
	45,80
	38,10
	33,9
	31,40
	20,80
	14,6

	 
	Tamat SMP/sederajat
	16,70
	14,30
	18,3
	8,60
	15,60
	16,6

	 
	Tamat SMA/sederajat
	12,50
	14,30
	28,7
	45,71
	42,72
	46,81

	 
	Tamat Akademi/Diploma
	0,00
	0,00
	0,9
	2,86
	5,21
	3,85

	 
	Tamat S1 atau lebih
	0,00
	0,00
	1,7
	2,86
	9,38
	13,54

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,03
	100,00
	100,00

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


Fenomena yang cukup menarik terjadi pada tahun ini. Untuk kedua wilayah ditemukan adanya rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga yang mempunyai tingkat pendidikan tamat S1 atau lebih. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya krisis ekonomi yang juga terasa dampaknya di Kota Padang. Meningkatnya jumlah rumah tangga miskin pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi ini terjadi karena pekerja yang digantikan bertambah antara 1998 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada kalangan pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan SMA/sederajat dan S1 atau lebih.

Karakteristik Ketenagakerjaan

Jumlah Pekerja dan Jam Kerja

Berdasarkan data Susenas 1996, terlihat bahwa rumah tangga miskin akan menggunakan waktu yang lebih banyak untuk bekerja. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari data yang disajikan pada tabel 5.16, untuk wilayah perdesaan rata-rata jumlah jam kerja rumah tangga miskin di Kota Padang adalah sebesar 80,39 jam/minggu dengan rata-rata jumlah pekerja sebanyak 1,39 orang, sehingga bisa diketahui bahwa rata-rata jam kerja pekerja di rumah tangga miskin per minggu adalah sebesar 57,8 jam/orang/minggu. Hal ini sangat besar dibandingkan dengan rumah tangga hampir miskin dan berkecukupan.

	Tabel 5.7   Rata Jumlah Pekerja, Jumlah Jam Kerja Rumah Tangga 

	dan Rata-rata  Jam Kerja per Pekerja di Kota Padang 

Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Jam kerja
	80,39
	84,16
	70,73
	59,25
	77,38
	74,28

	 
	Jumlah pekerja
	1,39
	1,58
	1,44
	1,50
	1,81
	1,6

	 
	Rata-rata jam kerja/pekerja
	57,8
	53,3
	49,1
	39,50
	42,75
	46,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	Jam kerja
	94,55
	85,72
	74,86
	59,50
	69,31
	74,56

	 
	Jumlah pekerja
	1,9
	1,61
	1,52
	1,41
	1,56
	1,60

	 
	Rata-rata jam kerja/pekerja
	49,8
	53,2
	49,25
	42,20
	44,43
	46,60

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)
	
	
	
	
	


Sementara untuk wilayah perkotaan, jam kerja rumah tangga miskin lebih tinggi lagi dibandingkan wilayah perdesaan yaitu sebesar 94,55 jam/minggu. Dan juga rata-rata jumlah pekerja dalam satu rumah tangga miskin tersebut adalah sebesar 1,9 orang. Tingginya jumlah jam kerja dan pekerja dalam rumah tangga miskin di perkotaan memang lumrah terjadi. Karena tingginya tuntutan kehidupan dan persaingan di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang memang lebih tinggi di kota menyebabkan rumah tangga miskin mesti harus menambah jam kerjanya dan jumlah pekerjanya.Kondisi jumlah pekerja untuk tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan tahun 1996. Dimana rumah tangga miskin memiliki jumlah pekerja yang lebih sedikit dibandigkan dengan kategori lainnya. Namun jika dilihat dari jam kerja dan rata-rata jam kerja/pekerja, ternyata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kategori lainnya. Terjadinya perbedaan kondisi 2003 dibandingkan dengan 1996 ini mungkin disebabkan oleh faktor semakin sedikitnya lapangan kerja yang tersedia sehingga pekerjaan yang dahulunya dikerjakan dengan sedikit orang, pada saat setelah krisis dikerjakan oleh pekerja yang lebih banyak. Sehingga rata-rata jam kerja per pekerja menjadi berkurang. 

Lapangan Usaha

Selain dari variabel jumlah jam kerja, jumlah pekerja dan rata-rata jam kerja/pekerja di atas, untuk melihat karakteristik ketenagakerjaan rumah tangga miskin bisa juga dilihat dari lapangan usaha kepala rumah tangganya. Hal ini karena menurut Prayitno (1988: 58), bahwa ciri-ciri penduduk miskin itu adalah umumnya petani pekerja atau pekerja kasar di sektor pertanian.

	Tabel 5.8  Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut 

Lapangan Usaha Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Pertanian
	55,60
	45,50
	20,80
	50,00
	59,10
	39,20

	 
	Non Pertanian
	44,40
	54,50
	79,20
	50,00
	40,90
	60,80

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	Pertanian
	5,60
	19,00
	3,70
	8,30
	7,00
	4,00

	 
	Non Pertanian
	94,40
	80,60
	96,30
	91,70
	93,00
	96,00

	 
	Total
	100,00
	99,60
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)
	
	
	


Berdasarkan data Susenas 1996 (tabel 5.8), pekerja yang terdapat dalam rumah tangga miskin di wilayah perdesaan umumnya berusaha di lapangan usaha pertanian yaitu sebear 55,60 % dan di sektor lain adalah sebesar 44,40 %. Hal ini berkaitan dengan sektor paling utama yang terdapat di perdesaan adalah sektor pertanian. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, rumah tangga miskin paling banyak berusaha di lapangan usaha non pertanian. Karena di perkotaan banyak terdapat sektor lainnya selain sektor pertanian. Dan pada umumnya rumah tangga miskin yang berada di perkotaan memiliki asosiasi yang kuat terhadap sektor informal seperti buruh kasar atau buruh bangunan.

Sementara pada kondisi tahun 2003, kondisi yang terjadi tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 1996. Di wilayah perdesaan, rumah tangga miskin yang berusaha di sektor pertanian mempunyai persentase yang sama dengan sektor non pertanian yaitu sebesar 50 %. Dan untuk wilayah perkotaan, fenomena yang terjadi adalah tingginya jumlah rumah tangga miskin yang berusaha d sektor non pertanian. Karena setelah krisis terjadi, lapangan pekerjaan yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pekerja yang ada. Pekerja yang berusaha di sektor non pertanian ini masih didominasi oleh sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus. 

Karakteristik Tempat Tinggal

Jenis Atap Terluas

Dari tabel 5.9 yang diolah berdasarkan data Susenas 1996, ditemukan adanya kemiripan antara jenis atap rumah dari rumah tangga miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan. Dimana persentase yang paling besar dari jenis atap rumah ini adalah seng/asbes dengan persentase secara berturut-turut adalah 52,30 % dan 76,0 %. Dan jenis atap rumah yang terbuat dari daun-daunan juga masih terdapat di kedua wilayah tersebut 

Kondisi yang mirip juga ditemukan pada data Susenas 2003, dimana jenis atap rumah tangga miskin yang paling dominan terbuat dari jenis seng. Dimana pada tahun ini, jenis atap rumah tangga miskin sebesar 100 % adalah merupakan atap seng/asbes. Berarti telah terjadinya perbaikan kualitas perumahan dari rumah tangga miskin di Kota Padang, jika kita lihat dari segi jenis atap rumah yang  digunakan. 

	Tabel  5.9  Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut  

Jenis Atap Rumah Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Beton
	2,30
	2,10
	0,00
	0,00
	0,00
	7,90

	 
	Genteng
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00
	3,20
	6,70

	 
	Seng/Asbes
	52,30
	89,60
	99,20
	100,00
	96,80
	82,00

	 
	Ijuk/Rumbia
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,40

	 
	Daun-daunan
	40,90
	8,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	Beton
	4,00
	2,20
	2,30
	0,00
	7,30
	2,10

	 
	Kayu
	0,00
	11,10
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Genteng
	0,00
	0,00
	1,60
	0,00
	5,20
	4,60

	 
	Sirap
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40

	 
	Seng/Asbes
	76,00
	84,50
	94,50
	100,00
	87,50
	92,70

	 
	Ijuk/Rumbia
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20

	 
	Daun-daunan
	12,00
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)
	
	
	
	


Jenis Dinding Terluas

Berdasarkan jenis dinding rumah, pada tahun 1996 didapatkan temuan bahwa untuk wilayah perdesaan, dinding rumah dari rumah tangga miskin paling banyak terbuat dari kayu yaitu sebesar 77,20 % (tabel 5.10). Sementara untuk wilayah perkotaan, jenis dinding rumah dari rumah tangga miskin paling banyak ditemui tebuat dari tembok. Berarti secara kualitas jenis dinding rumah dari rumah tangga miskin di perkotaan lebih baik dari perdesaan. 

Kondisi yang agak berbeda ditemukan pada tahun 2003, dimana untuk wilayah perdesaan paling banyak ditemukan jenis dinding rumah dari rumah tangga miskin yang terbuat dari tembok. Berarti secara kualitas terjadi perbaikan kualitas perumahan rumah tangga miskin di desa. Dan hal sebaliknya malah terjai di perkotaan. Pada saat sebelum krisis ekonomi tidak ditemukan dinding rumah dari rumah tangga miskin yang terbuat dari kayu, namun pada saat sesudah krisis ekonomi, ditemukan sebesar 14,30 % rumah tangga yang mempunyai dinding rumah terbuat dari kayu. Fenomena ini mungkin terjadi karena terdapatnya rumah kontrakan di perkotaan. Dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pendapatan dari rumah tangga miskin akan turun, sehingga mereka tidak bisa lagi menyewa rumah kontrakan yang dindingnya terbuat dari tembok, karena naiknya uang sewa dan juga kebutuhan hidup. Sehingga mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu dibandingkan perumahan.

	Tabel 5.10 Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut 

Jenis Dinding Rumah Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Tembok
	20,50
	45,80
	65,30
	100,00
	67,70
	80,90

	 
	Kayu 
	77,20
	52,10
	34,70
	0,00
	25,80
	15,80

	 
	Bambu
	2,30
	2,10
	0,00
	0,00
	3,20
	1,10

	 
	Lainnya
	 
	 
	 
	0,00
	3,20
	2,20

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	99,90
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	Tembok
	60,00
	42,20
	75,20
	85,70
	88,50
	87,00

	 
	Kayu 
	40,00
	57,80
	24,30
	14,30
	11,50
	12,80

	 
	Bambu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Lainnya
	0,00
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,20

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


Luas Lantai

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Rumah yang baik adalah rumah yang menyediakan luas lantai yang sebanding dengan jumlah penghuninya, sebab luas lantai hunian yang sempit akan dapat mengurangi kenyamanan.

Dari hasil Susenas 1996 diketahui bahwa persentase rumah tangga miskin di wilayah perdesaan pada umumnya memiliki luas lantai sebesar 20-49 M2 denganb persentase sebesar 47,40 % dan diikuti oleh luas lantai 50-99 M2 sebesar 36,40 % (tabel 5.11). Dan juga dapat kita ketahui bahwa semakin mapan sebuah keluarga maka luas lantai yang dimilikinya juga akan semakin luas.

Sementara untuk wilayah perkotaan menurut Susenas 1996 ini juga, terjadi keadaan yang lebih baik dibandingkan wilayah perdesaan. Dimana persentase rumah tangga miskin yang paling banyak tersebut memiliki luas lantai sebesar 50-99 M2 yaitu sebesar 44,00 % dan baru diikuti rumah tangga yang memiliki luas lantai 20-49 M2 yaitu sebesr 40,00 %.

Berdasarkan hasil Susenas 2003, kita lihat bahwa keadaan yang terjadi adalah adanya perbaikan dibandingkan tahun 1996. Rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang paling banyak tersebut ternyata sudah memiliki luas lantai sebesar 50-99 M2 yaitu sebesar 62,50 % dan tidak ada lagi yang memiliki luas lantai kurang dari 20 M2. namun di sisi lain, tidak ada rumah tangga miskin yang mempunyai luas lantai besar dari 100 M2, padahal pada tahun 1996 terdapat sebesar 9,10 %.

Pada wilayah perkotaan, keadaan yang terjadi jauh lebih baik dibandingkan wilayah perkotaan tahun 1996. Pada masa ini tidak ada lagi ditemui rumah tangga miskin yang mempunyai luas lantai kurang dari 20 M2. Luas lantai rumah tangga miskin sudah mulai merata untuk tingkatan luas yang cukup baik. Persentase rumah tangga tertinggi mempunyai luas lantai sebesar 50-99 M2 yaitu sebesar 37,20 %. Sementara luas lantai 20-49 M2 dan lebih dari 100 M2 tercatat sebanyak 31,4 % .

	Tabel 5.11 Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut 

Luas Lantai Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	 
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

Cukupan

	Perdesaan
	< 20 M2
	6,80
	2,10
	2,50
	0,00
	0,00
	3,40

	 
	20-49 M2
	47,70
	39,60
	29,80
	37,50
	32,30
	27,00

	 
	50-99 M2
	36,40
	54,10
	56,10
	62,50
	61,20
	55,00

	 
	> 100 M2
	9,10
	4,20
	11,60
	0,00
	6,50
	14,60

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	< 20 M2
	12,00
	8,90
	7,00
	0,00
	4,20
	3,30

	 
	20-49 M2
	40,00
	37,80
	29,70
	31,40
	28,10
	29,60

	 
	50-99 M2
	44,00
	44,40
	46,00
	37,20
	32,30
	41,70

	 
	> 100 M2
	4,00
	8,90
	17,30
	31,40
	35,40
	25,40

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)
	
	
	


Sumber Air Minum 

Sumber air minum rumah tangga miskin pada tahun 1996 untuk wilayah perdesaan paling banyak berasal dari sumur yang terlindung sebesar 38,70 % dan sumur tidak terlindung sebesar 31,80 % (tabel 5.12). Dan hal yang sama juga terdapat pada wilkayah perkotaan, dimana sumber air minum utama rumah tangga miskin berasal dari sumur terlindung yaitu sebesar 40,00 % dan sumur tidak terlindung sebesar 20,00 %. Berarti ada keidentikan sumber air minum rumah tangga miskin di perdesaan dan perkotaan. 

	Tabel 5.12  Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut 

Sumber Air Minum Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir

 Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Leding
	0,00
	2,10
	1,70
	0,00
	3,20
	15,70

	 
	Pompa
	2,30
	4,20
	7,40
	0,00
	0,00
	7,90

	 
	Sumur Terlindung
	38,70
	41,60
	55,40
	75,00
	45,10
	52,90

	 
	Sumur Tak Terlindung
	31,80
	41,60
	14,00
	12,50
	22,60
	5,60

	 
	Mata Air Terlindung
	4,50
	0,00
	11,60
	0,00
	9,70
	1,10

	 
	Mata Air Tak Terlindung
	13,60
	6,30
	5,80
	12,50
	19,40
	14,60

	 
	Air Sungai
	6,80
	2,10
	4,10
	0,00
	0,00
	2,20

	 
	Lainnya
	2,30
	2,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perkotaan
	Air kemasan
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,50

	 
	Leding
	12,00
	15,60
	41,60
	37,10
	21,90
	46,90

	 
	Pompa
	16,00
	11,10
	14,20
	8,60
	15,60
	20,80

	 
	Sumur Terlindung
	40,00
	31,10
	36,70
	54,30
	60,50
	27,80

	 
	Sumur Tak Terlindung
	20,00
	17,80
	5,20
	0,00
	0,00
	1,10

	 
	Mata Air Terlindung
	4,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	2,70

	 
	Mata air tidak terlindung
	4,00
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Air sungai
	0,00
	0,00
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Lainnya
	4,00
	24,40
	0,50
	0,00
	0,00
	0,20

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


Sedangkan pada tahun 2003, sumber air minum rumah tangga miskin di wilayah perdesaan masih identik dengan kondisi tahun 1996. Namun persentase sumber air minum yang berasal dari sumur terlindung mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu menjadi sebesar 75 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan sumber air minum yang bersih sudah muncul setelah krisis ekonomi berlalu. Sementara untuk wilayah perkotaan, terjadi perubahan yang cukup menggembirakan, dimana rumah tangga miskin telah mempergunakan sumber air minum yang berasal dari air leding. Dan juga terjadi peningkatan penggunaan sumber air minum yang  berasal dari sumur yang terlindung manjdi sebesar 54,30 %. Dan tidak ada lagi rumah tangga miskin yang mempergunakan sumber air minum sumur yang tidak terlindung.

Sumber Penerangan

Salah satu indikator lainnya untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin adalah sumber penerangan yang digunakan. Berdasarkan data Susenas 1996, ditemukan bahwa untuk wilayah perdesaan telah terjadi penggunaan sumber penerangan yang cukup baik, dimana penggunaan sumber penerangan dari listrik PLN sudah mencapai angka sebesar 38,60 % dan angka ini lebih tinggi dibandingkan sumber penerangan yang lainnya (tabel 5.13). Begitu juga halnya dengan rumah tangga miskin yang terdapat diperkotaan. Malahan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan sumber penerangan PLN mencapai angka sebesar 72 %. 

Keadaan yang sama juga terjadi untuk tahun 2003, dimana sumber penerangan rumah tangga miskin yang terdapat di perdesaan maupun di perkotaan sudah menggunakan sumber penerangan listrik PLN. Untuk wilayah perdesaan, rumah tangga yang menggunakan listrik PLN adalah sebesar 100,00 % dan wilayah perkotaan sebesar 97,10 %. Jika dilihat secara nominal terjjadi peningkatan yang cukup berarti dibandingkan tahun 1996.

	Tabel 5.13  Persentase Rumah Tangga di Kota Padang Menurut

Sumber Penerangan Tahun 1996 dan 2003

	Wilayah
	Tahun 1996
	Tahun 2003

	
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan
	Miskin
	Hampir 

Miskin
	Berke-

cukupan

	Perdesaan
	Listrik PLN
	38,60
	64,60
	90,00
	100,00
	77,40
	85,40

	 
	Listrik non PLN
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Petromak/Aladdin
	27,30
	27,10
	6,60
	0,00
	6,50
	14,60

	 
	Pelita/Sentir/Obor
	27,30
	4,20
	1,70
	0,00
	16,10
	0,00

	 
	Lainnya
	2,30
	4,20
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Total
	100,00
	100,10
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Perkotaan
	Listrik PLN
	72,00
	91,10
	97,20
	97,10
	96,90
	98,40

	 
	Listrik Non PLN
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	1,60

	 
	Petromak/Aladdin
	8,00
	8,90
	1,00
	2,90
	2,10
	0,00

	 
	Pelita/Sentir/Obor
	16,00
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Lainnya
	4,00
	0,00
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Total
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)


Hasil Uji Statistik

Dari Test Kormogolov-Smirnov yang digunakan untuk membandingkan pengeluaran pangan, pengeluaran non pangan dan karakteristik rumah tangga miskin saja pada ketiga karakteristik (karakteristik demografi, karakteristik ketenagakerjaan dan karakteristik ketenagakerjaan), dimana diperbandingkan antara keadaan antara masa sebeum krisis (tahun 1996) dan sesudah krisis (2003), didapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 5.14.

Karakteristik pengeluaran pangan rumah tangga miskin didapatkan bahwa perbedaan antara keadaan sebelum dan sesudah krisis ekonomi adalah signifikan. Berarti terdapat perbedaan antara pola pengeluaran makanan rumah tangga miskin di Kota Padang sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Perubahan pola tersebut dapat terlihat dari semakin menurunnya persentase pengaluran pangan untuk jenis karbohidrat dan dilain sisi pengeluaran pangan untuk jenis protein menjadi meningkat dan hal ini terjadi untuk kedua wilayah (perdesaan dan perkotaan). Peningkatan konsumsi protein paling tinggi terjadi di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini mungkin terjadi karena rumah tangga di perdesaan bisa mengkonsumsi protein yang berasal dari hewan peliharaan sendiri seperti ayam dan ikan kolam. Sedangkan di wilayah perkotaan, bisa saja disebabkan oleh sudah terbagunnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein dibandingkan karbohidrat.

	Tabel 5.14 Hasil Uji StatistikTest Kormoglov-Smirnov

	
	Kolmogorov-

Smirnov Z
	Asymp. Sig. 

(2-tailed)

	Pengeluaran Makanan
	4,878
	,000*

	Pengeluaran Non Makanan
	4,221
	  ,000*

	Umur Kepala RT
	1,190
	,118

	Jumlah Anggota Rumah Tangga
	1,027
	,242

	Tingkat Pendidikan Kepala RT
	1,752
	,004*                 

	Jumlah Jam Kerja
	1,051
	,219

	Jumlah Pekerja
	1,436
	,032*

	Lapangan Usaha
	,923
	,362

	Luas Lantai
	1,084
	,190   

	Jenis Atap
	1,865
	,002*

	Jenis dinding
	2,758
	,000*

	Sumber Air Minum
	,959
	,316

	Sumber Penerangan
	2,416
	,000*


*) Signifikan pada taraf 0,05.

Sementara untuk karakteristik pengeluaran non pangan, berdasarkan uji statistik terlihat bahwa juga terjadi perbedaan yang signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan pola pengeluaran non pangan rumah tangga miskin di Kota Padang sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Dan kalau kita lihat lebih lanjut lagi, perubahan pola tersebut terlihat dari terjadinya kenaikan pengeluaran non pangan untuk jenis perumahan rumah tangga miskin di perdesaan pada saat sesudah krisis dibandingkan pada saat sebelum krisis ekonomi. Dan hal yang sama juga terjadi untuk rumah tangga miskin di wilayah perkotaan. Sebagai salah satu contoh bahwa terjadinya peningkatan yang cukup besar untuk pengeluaran perumahan baik di perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan ini bisa terjadi sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga-harga bahan bangunan selama masa krisis dan berlanjut pada masa setelah krisis ini. Sehingga pengeluaran rumah tangga untuk perumahan juga akan meningkat.

Pada karakteristik umur kepala rumah tangga, walaupun didapatkan bahwa pada umumnya umur kepala rumah tangga miskin (perdesaan dan perkotaan) pada saat sebelum krisis adalah pada 30-49 tahun dan setelah krisis pada umur di atas 50 tahun, tapi dari hasil uji statistik didapatkan bahwa perbedaannya adalah tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapatnya perbedaan antara karakteristik umur kepala rumah tangga miskin pada saat sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Berarti dapat kita katakan bahwa dengan terjadinya krisis ekonomi ternyata tidak menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik umur kepala rumah tangga. 

Sedangkan jika kita lihat dari karakteristik jumlah anggota rumah tangga, perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah krisis ekonomi, terdapat kesimpulan bahwa perbedaan jumlah anggota rumah tangga miskin pada kedua keadaan ini adalah tidak signifikan. Artinya tidak ada perbedaan karakteristik jumlah anggota rumah tangga miskin sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah rumah tangga yang besar tetap akan menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi miskin dan krisis ekonomi tidak merubah karakteristik jumlah anggota rumah tangga miskin tersebut. 

Sementara itu secara statistik, perbedaan tingkat pendidikan kepala rumah tangga sebelum dan sesudah krisis ekonomi adalah signifikan. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin di saat sebelum krisis ekonomi tidak identik dengan saat sesudah krisis ekonomi. Terjadinya perubahan karakteristik tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin di Kota Padang sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Dimana didapatkan bahwa pada saat sebelum krisis tidak ditemukannya kepala rumah tangga miskin yang mempunyai tingkat pendidikan tamat S1 atau lebih, dan pada saat sesudah krisis ditemukan sebesar 12,50 % di wilayah perdesaan dan 2,86 % di wilayah perkotaan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa selama krisis ekonomi terjadi pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor, sehingga bisa menyebabkan kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan tamat S1 atau lebih kehilangan pekerjaan. Dan tingginya persentase di perdesaan dibandingkan perkotaan bisa dijelaskan dengan fenomena bahwa keluarga di perkotaan yang mengalami goncangan yang kuat akan kembali pulang ke desa untuk menggarap lahan yang selama ini telah ditelantarkan.  

Untuk karakteristik jumlah jam kerja, secara statistik terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah krisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perubahan karakteristik jumlah jam kerja keluarga miskin sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Sementara jumlah pekerja dan rata-rata jam kerja/pekerja secara statistik, didapatkan bahwa perbedaannya adalah berbeda nyata. Berarti terjadi perubahan karakteristik jumlah pekerja dan rata-rata jam kerja rumah tangga miskin sesudah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok maka rumah tangga miskin akan menaikkan jumlah pekerja dan rata-rata jam kerjanya.  

Lapangan usaha rumah tangga miskin pada saat sesudah krisis ekonomi dan sebelum krisis ekonomi secara statistik tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Bahwa di perdesaan, paling banyak ditemukan rumah tangga miskin dengan lapangan usaha di sektor pertanian, sedangkan di perkotaan terjadi hal yang sebaliknya, dimana rumah tangga miskin yang mempunyai usaha di bidang non pertanian. Karena memang secara umum terlihat bahwa sektor yang paling utama di perdesaan adalah pertanian dan di perkotaan adalah non pertanian. Sehingga terlihat bahwa rumah tangga di wilayah perdesaan yang mempunyai lapangan usaha sektor pertanian masih termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Sedangkan di perkotaan, sektor yang paling utama adalah sektor non pertanian. Salah satunya adalah sub sektor informal, maka akan menyebabkan banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang berusaha di sektor ini, terutama yang mempunyai pendidikan SLTP ke bawah. Kondisi ini tercipta karena sulitnya bersaing untuk mendapatkan pekerjaan pada sub sektor formal disebabkan persaingan dengan pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Hasil yang cukup bagus terlihat dari perbedaan karakteristik jenis atap. Secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Secara umum terlihat bahwa terjadi perbaikan kualitas jenis atap rumah tangga miskin di Kota Padang. Dimana pada saat sebelum krisis masih ditemukan jenis atap yang terbuat dari ijuk/rumbia, namun pada tahun 2003 semua rumah tangga miskin di Kota Padang sudah menggunakan jenis atap seng/asbes dan tak ada lagi yang menggunakan ijuk/rumbia dan daun-daunan. Hal ini sejalan dengan pengeluaran non pangan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas. Dimana terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk perumahan. Dengan adanya peningkatan pengeluaran untuk perumahan, maka terjadi peningkatan kualitas rumah termasuk jenis atap yang digunakan. 

Secara statistik, karakteristik luas lantai antara keadaan sebelum dan sesudah krisis ekonomi adalah tidak signifikan. Hal ini bisa dilihat pada rumah tangga miskin di wilayah perdesan yang pada tahun 1996 masih ada yang mempunyai luas lantai < 20 M2 sebesar 6,80 % dan luas lantai > 100 M2 sebesar 9,10 %, dan pada tahun 2003 walaupun tidak ditemukan lagi rumah tangga miskin di perdesaan dengan luas lantai <20 M2, namun di sisi lain juga tidak ditemukan  rumah tangga miskin yang mempunyai luas lantai > 100 M2. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara luas lantai rumah tangga miskin pada tahun 1996 dan 2003. Begitu juga dengan luas lantai, peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk perumahan bisa juga akan menyebabkan semakin membaiknya atau meningkatnya luas lantai. 

Hal yang serupa juga terjadi untuk karakteristik jenis dinding rumha. Dimana dari uji statistik didapatkan bahwa perbedaannya adalah signifikan. Berarti terjadi perbedaan karakteristik jenis dinding rumah tangga miskin sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Perbedaan yang jelas terlihat adalah terjadi peningkatan jenis dinding rumah dari kayu, bambu menjadi tembok. Karena pengeluaran non pangan khusunya perumahan untuk suatu rumah tangga meningkat, maka sangat wajar bila terjadi peningkatan kualitas dari perumahan tersebut. Salah satu indikator yang bisa menunjukkannya adalah dengan terjadinya peningkatan jenis dinding rumah, sehingga rumah akan menjadi lebih layak untuk ditempati.

Untuk uji statistik terhadap karakteristik sumber air minum, didapatkan hasil yang tidak signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Dimana di wilayah perdesaan walaupun secara umum sumber air minum yang dipakai adalah sumur terlindung namun masih juga ditemukannya penggunaan sumur tidak terlindung pada kedua kondisi tersebut (sebelum dan sesudah krisis ekonomi), tapi sudah terjadi penuruna persentasenya. Sedangkan untuk wilayah perkotaan secara umum terlihat bahwa penggunaan sumur terlindung adalah yang paling banyak diantara yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber air minum rumah tangga miskin sebelum dan sesudah krisis ekonomi adalah tidak berbeda. Karena di Kota Padang tidak susah untuk mendapatkan air bersih, sehingga sumber air minum yang cukup layak untuk dikonsumsi cukup mudah didapatkan. Dan hal ini menyebabkan tidak terdapatnya perbedaan sumber air minum pada masa sebelum ataupun sesudah krisis.

Dari segi karakteristik sumber penerangan, terlihat dari uji statistik bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Dengan demikian dikatakan bahwa sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga miskin di Kota Padang sebelum dan sesudah krisis ekonomi adalah berbeda. Dimana terjadinya peningkatan yang cukup besar penggunaan sumber listrik PLN pada rumah tangga miskin di wilayah perdesaan. Karena dengan wilayah Kota Padang yang cukup mudah untuk dijangkau dengan sarana transportasi, menyebabkan akses PLN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dari tahun ke tahun bisa berjalan dengan lancar. Dan hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan daya pasang PLN di Kota Padang, sehingga hampir semua wilayah di Kota Padang dapat dijangkau oleh listrik.

Tabel 5.15. Perbandingan Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kota Padang 

Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi

	Karakteristik
	Perdesaan
	Perkotaan
	Hasil Uji Statistik

	
	Sebelum krisis (1996)
	Setelah krisis (2003)
	Sebelum krisis (1996)
	Setelah krisis (2003)
	

	1. Umur KRT (thn)
	30-49 (56,80%)
	> 50 (87,50%)
	30-49 (48,00%)
	> 50 (54,30%)
	Tdk signifikan

	2. Jumlah anggota rumah tangga (org)
	Rata-rata = 5,36

Median = 5,00
	Rata-rata = 4,91

Median = 5,00
	Rata-rata = 5,52

Median = 6,00
	Rata-rata = 4,89

Median = 5,00
	Tdk signifikan

	3. Tingkat pendidikan KRT
	Tamat SD, tidak ada S1
	Tamat SD, ada S1
	Tamat SD, tidak ada S1
	Tamat SD, ada S1
	Signifikan 

	4. Jam kerja (jam)
	80,39
	59,25
	94,55
	59,50
	Tdk signifikan

	5. Jumlah pekerja (org)
	1,39
	1,5
	1,9
	1,41
	Signifikan

	6. Lapangan usaha
	Pertanian 
	Pertanian
	Non Pertanian 
	Non pertanian
	Tdk signifikan

	7. Jenis Atap
	Seng/asbes, ada ijuk/ rumbia dan daun-daunan
	Seng/asbes
	Seng/asbes, ada ijuk/ rumbia dan daun-daunan
	Seng/asbes
	Signifikan

	8. Jenis dinding
	Kayu
	Tembok
	Tembok
	Tembok
	Signifikan

	9. Luas lantai (M2)
	20-49
	20-49
	50-99
	50-99
	Tdk signifikan

	10. Sumber air minum
	Sumur terlindung (38,70%)
	Sumur terlindung (70,00%)
	Sumur terlindung (40,00%)
	Sumur terlindung (60,50%)
	Tdk signifikan

	11. Sumber penerangan
	PLN (38,60%)
	PLN (72,00%)
	PLN (100,00%)
	PLN (97,10%)
	Signifikan


Sumber : Susenas 1996 dan 2003 (data diolah)

Implikasi Kebijakan

Dari hasil temuan yang didapatkan dari perbandingan karakteristik rumah tangga miskin sebelum dan sesudah krisis ekonomi bahwa ada perubahan yang dialami oleh sebagian karakteristik dan ada yang tidak. Pola pengeluaran rumah tangga miskin seperti pengeluaran pangan dan non pangan terdapat perbedaan masa sesudah dibandingkan sebelum krisis.

Pada umumnya karakteristik demografi rumah tangga miskin tidak terdapat perbedaan yaitu jumlah rumah tangga dan umur kepala rumah tangga namun karakteristik tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga mengalami perubahan. Untuk karakteristik rumah (tempat tinggal), terjadi perbedaan karakteristik untuk jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan sumber penerangan yang digunakan, namun untuk luas lantai dan sumber air minum yang dipergunakan tidak mempunyai perbedaan. Sedangkan pada karakteristik ketenagakerjaan hanyalah karakteristik jumlah pekerja dalam rumah tangga miskin yang berbeda dan lapangan usaha utama serta jumlah jam kerja tidak mengalami perbedaan.

Dengan adanya temuan ini maka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada masa sebelum krisis ekonomi mungkin ada yang masih bisa diterapkan dan ada yang tidak bisa lagi sehingga diperlukan adanya perubahan kebijakan. Kebijakan yang dimunculkan haruslah melihat karakteristik yang muncul pada tahun tersebut, jadi untuk selanjutnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan bisa memenuhi sasaran yang telah ditetapkan.

Berbicara mengenai masalah kebijakan penanggulangan kebijakan yang mesti dilakukan, karena karakteristik yang ditemui dalam tahun 2003 adalah kepala rumah tangga dengan usia di atas 50 tahun, mempunyai jumlah anggota rumah tangga antara 4,89 dan 4,91 orang, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis dan malahan untuk perkotaan terdapat tamatan SMA/sederajat dan S1 atau lebih, bekerja pada lapangan usaha non pertanian, maka kebijakan yang diberikan adalah yang sesuai dengan karakteristik di atas.

Sementara untuk karakteristik tempat tinggal terlihat bahwa kualitas tempat tinggal rumah tangga miskin sudah berada dalam batasan yang layak huni. Sehingga kebijakan mengenai perbaikan perumahan untuk rumah tangga miskin tidak diperlukan untuk saat ini. 

Kebijakan pengentasan kemiskian yang diperlukan untuk saat ini adalah penyediaan lapangan kerja bagi pekerja dalam rumah tangga miskin. Karena kita temui banyaknya pekerja rumah tangga miskin yang mempunyai ijazah SMA/sederajat dan masih adanya yang sudah mempunyai ijazah S1 atau lebih. Dengan adanya lapangan kerja yang memadai, maka akan menyebabkan meningkatnya penghasilan rumah tangga miskin tersebut. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan hidup yang layak akan dapat dilaksanakan dan dengan sendirinya kemiskinan akan dapat dikurangi secara perlahan. Selain itu juga diperlukan adanya pelatihan bagi kepala rumah tangga yang masih berusia antara 30-49 tahun agar mempunyai keterampilan yang memadai untuk berusaha sendiri tanpa harus tergantung kepada penyediaan lapangan kerja. Karena selain bisa menurunkan angka pencari kerja dengan adanya usaha sendiri, suatu saat nanti mungkin bisa mempekerjakan orang lain dan akhirnya dengan sendirinya dalam jangka waktu tertentu mengurangi angka pengangguran.  

Dan juga kebijakan yang akan diambil harus disesuaikan dengan potensi wilayah tempat bermukimnya penduduk miskin tersebut. Karena kesesuaian antara program dengan potensi daerah akan menyebabkan program terasa lebih dekat dan bisa dilaksanakan dengan baik serta sukses. Seperti untuk wilayah perdesaan, maka karena pada umumnya wilayah perdesaan merupakan kawasan pertanian, maka Pemerintah haruslah berusaha untuk memajukan pertanian. Karena dengan majunya pertanian di suatu wilayah yang masih banyak terdapat penduduk miskinnya maka rumah tangga miskin yang banyak berada di lapangan usaha non pertanian akan beralih ke sektor pertanian sehingga kemungkinan untuk keluarga dari lingkaran kemiskinan cukup terbuka lebar.

Sejak tahun 2001, Pemerintah Kota Padang telah mempunyai Rencana Induk Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan lokasi tempat berdomisilinya rumah tangga miskin tersebut. Sehingga rencana pengentasan ini dibagi menjadi 3 bahagian, yaitu :

1. Rencana induk pengentasan kemiskinan wilayah pertanian;

2. Rencana induk pengentasan kemiskinan wilayah pantai;

3. Rencana induk pengentasan kemiskinan wilayah perkotaan;

Sebagai contoh kebijakan yang pernah diterapkan dan dapat dilanjutkan lagi untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Padang untuk wilayah perkotaan adalah pemberian pelatihan montir mobil/sepeda motor, dan menjahit( Bappeda, 2001:50). Program ini perlu dilanjutkan lagi untuk masa yang akan datang, mengingat masih tingginya persentase kepala rumah tangga miskin yang hanya tamat SD. Sehingga dengan adanya pemberian pelatihan ini dan sekaligus pemberian bantuan modal bagi yang tidak mempunyainya, maka akan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu dengan adanya keterampilan maka kepala rumah tangga miskin tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut bisa dilaksanakan untuk wilayah perkotaan, karena sepeda motor dan mobil lebih banyak dimiliki oleh warga perkotaan dibandingkan perdesaan.

Dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan di daerah perdesaan yang umumnya berada pada sektor pertanian, pada tahun 2001 telah dirancang program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan  dan kualitas petani;

2. Mengusahakan adanya sumber-sumber pendukung usaha tani;

3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung usaha tani;

4. Meningkatkan hasil usaha produksi pertanian;

5. Memperbaiki pemasaran produk pertanian;

6. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi;

Kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan program di atas seperti meningkatkan kemampuan dan kualitas petani, adalah meningkatkan pengetahuan melalui penyuluhan dan pengelolaan modal, memberi motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri (Bappeda, 2001: 30).


Sementara untuk wilayah pantai, kebijakan yang poernah diterapkan meliputi (Bappeda, 2001: 38) : 

1. Meningkatkan dan menstabilkan hasil tangkapan;

2. Meningkatkan stailitas harga jual;

3. Menganekaragamkan sumber penghasilan nelayan miskin dan keluarganya;

4. Meningkatkan jumlah anggota rumah tangga yang produktif secara proporsional.

Kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan program di atas adalah : meningkatkan kemampuan nelayan dalam memanfaatkan hasil teknologi, melakukan pengkajian musim (elimanasi) kelautan yang tepat, melakukan rehabilitasi terumbu karang, meningkat sarana dan prasarana, dan lainnya.

Dan kebijakan yang tidak bisa diterapkan lagi misalnya adalah kebijakan listrik masuk desa. Karena dari karakteristik yang terdapat pada kondisi sesudah krisis ekonomi ternyata listrik bukanlah menjadi permasalahan bagi rumah tangga miskin. Kemudian hal yang sama mungkin juga berlaku untuk program perbaikan perumahan bagi rumah tangga miskin. Hal ini berdasarkan pada karakteristik perumahan pada masa sesudah krisis yang sudah baik dan layak huni.

Dengan adanya otonomi daerah, merupakan kesempatan yang besar khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk dapat merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimilikinya. Pemerintah daerah akan lebih dapat mengetahui potensi ekonomi yang ada sehingga bisa secara bebas menentukan arah pembangunan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan usaha distribusi pendapatan yang lebih baik. 

Kesimpulan 

Dari analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase rumah tangga miskin di Kota Padang sesudah krisis ekonomi untuk wilayah perdesaan baik secara noninal maupun persentase mengalami penurunan, sedangkan pada wilayah perkotaan terjadi peningkatan secara nominal tapi secara persentase mengalami penurunan; 

2. Pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kota Padang sebelum dan sesudah krisis adalah berbeda, walaupun masih terlihat kecendrungan yang sama pada persentase pengeluaran komponen karbohidrat dan protein;

3. Karakteristik rumah tangga miskin di Kota Padang sebelum dan sesudah krisis ekonomi ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak;

4. Karakteristik umur kepala rumah tangga miskin tidak terdapat perbedaan secara signifikan walaupun ditemukan adanya kecendrungan setelah krisis ekonomi, umur kepala rumah tangga miskin lebih banyak pada kisaran lebih dari 50 tahun sedangkan pada masa sebelum krisis berada pada kisaran usia 30-49 tahun;

5. Karakteristik jumlah anggota rumah tangga tidak berbeda secara signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Dimana masih ditemuinya kecendrungan bahwa semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka akan semakin miskin rumah tangga tersebut;

6. Karakteristik tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga antara keadaan sebelum dan sesudah krisis ekonomi ditemukan berbeda signifikan. Dimana dahulunya sebelum krisis tidak ditemui adanya kepala rumah tangga yang memiliki ijazah S1 atau lebih yang termasuk ke dalam kategori miskin sedangkan sesudah krisis (tahun 2003) terdapat sebesar 12,50 % di wilayah perdesaan dan 2,86 % di wilayah perkotaan;

7. Untuk karakteristik ketenagakerjaan, ternyata hanya ditemukan perbedaan yang signifikan pada karakteristik jumlah pekerja, sedangkan pada lapangan usaha dan jumlah jam kerja tidak ditemuinya perbedaan yang signifikan. Berarti keadaan lapangan usaha dan jumlah jam kerja tahun 2003 tidak berbeda dengan tahun 1996;

8. Sedangkan untuk karakteristik tempat tinggal, pada umumnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada masa sesudah krisis dengan sebelum ekonomi, yang berbeda signifikan, yaitu : karakteristik sumber penerangan, jenis dinding terluas dan jenis atap terluas. Dimana terlihat bahwa kualitas perumahan untuk ketiga karakteristis di atas mengalami perbaikan dibandingkan antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Sementara untuk karakteristik sumber air minum dan luas lantai ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara rumah tangga miskin tahun 1996 (sebelum krisis) dan tahun 2003 (sesudah krisis).

Saran-saran

1. Pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang haruslah disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan yang ada;

2. Target group program pengentasan kemiskinan di Kota Padang baik wilayah perdesaan dan perkotaan adalah kepala rumah tangga dengan umur di atas 50 tahun. Karena pada umur tersebut ditemukan persentase rumah tangga miskin yang paling banyak. Dan mengingat umur kepala rumah tangga miskin yang sudah di atas 50 tahun, maka kebijakan yang mungkin dapat diterapkan adalah berupa bantuan langsung.

3. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang ditemukan masih jauh lebih rendah dibandingkan perkotaan. Untuk itu diperlukan program untuk pemberdayaan kepala keluarga yang hanya tamat SD dan tentu saja tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga pemberian keterampilan berupa pelatihan diperlukan untuk dapat meningkatkan keterampilan kepala rumah tangga tersebut, terutama untuk kepala rumah tangga miskin yang berusia di bawah 50 tahun;

4. Dengan masih banyaknya ditemui rumah tangga miskin di perdesaan yang berusaha di sektor pertanian, maka hendaknya dilaksanakan program peningkatan pertanian, sehingga dapat dicapai peningkatan penghasilan rumah tangga miskin di perdesaan. Dan diharapkan program ini juga akhirnya dapat diikuti oleh rumah tangga yang berusaha di sektor non pertanian terutama yang telah memiliki lahan tetapi kurang produktif. Sementara untuk wilayah perkotaan dengan banyaknya rumah tangga di sektor non pertanian terutama pada sektor informal maka program yang diberikan juga harus berkaitan dengan sektor tersebut;
5. Masih diperlukannya penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui kebijakan yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Padang karena hasil dari penelitian ini hanyalah merupakan data pelengkap untuk pengambil kebijakan.

�) Mahasiswa PPn Program Pascasarjana Unand Padang 2004/2005 (Tailor Made);


�) Ketua Komisi Pembimbing, Dosen Pascasarjana Unand;


�) Anggota Komisi Pembimbing, Dosen Pascasarjana Unand.





2

_1336825919.unknown

